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ABTRACT


The term telematics legal embodiment of the telecommunications law , Media Law and Information Technology Law , other terms used are Information Technology Law ( Law of Information Technology , ) the law of cyberspace ( virtual word law ) and the law mayantara . The term birth because the activities carried out through a system of computer networks and communication systems both locally and globally ( Internet ) by using information technology and communications or transactions electronically , particularly in investigations and matters related to the delivery of information . Communication and interaction or electronically , particularly in terms of evidence and matters relating to legal actions carried out through electronic systems .
One of the growing use of technology areas that we often hear tapping or better known as intresepsi , with various controversies that followed . Occurrences intercepts as specific rules actually noble , normatively known in 1997 when the enactment of Law Psychotropic Substances ( Law No. 5 of 1997 ) with effect from March 11, 1997 and Narcotics Law Undnag long ( Law No. 22 of 1997 which entered into force on 1 September 1997 ).

In Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions ( ITE Law ) in Article 31 paragraph ( 1 ) also stated that the ban on people who knowingly and looks or unlawful interception or eavesdropping over the conduct of electronic and information or documents electronically in a computer or electronic system specific and belong to someone else this provision refers to Article 31 paragraph ( 3 ) which states " except " interception by law enforcement at the request of police, prosecutors and other law enforcement agencies or institutions established under the laws .
Tapping action as a source for obtaining evidence legally performed and justified by law with certain conditions , there are 9 ( nine ) rules and regulations including the Book of the Criminal Justice Act , which became the basis of legal acts performed tapping the interest of justice , the action tapping in order to evidence the truth in court can only be done for special crimes like corruption and terrorism .
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BAB I

PENDUHULUAN
A. Alasan Pemilihan Judul

Teknologiadalah sesuatu yangdiciptakanuntukmemudahkan hidup  manusia  dengan  bekal  pengetahuan  melalui  akal  manusia,  namun  teknologi  kiranya  menjadi  hal  yang  patut  diatur  dan  dilindungi  pemanfaatannya, karena apabila terjadi penyimpanagan dari pemanfaatan  teknologi  biasanya  berakibat  buruk bagi kehidupan manusia.Teknologi informasi adalah  salah   satu  teknologi  abad modern yang dikembangkan dari  beberapa  ilmu  dasar  seperti  matematika,  fisika  dan  lain sebagainya. Pemanfaatan perkembangan  teknologi  informasiyangmenghasilkan ciptaan berupa komputer/perangkatkeras (Hardware),  kecerdasan buatan, rekayasa perangkat lunak (software), internet,  telekomunikasi, baik menggunakan kabel maupun tidak (wireless) dan berbagai macam perlengkapan  input  dan  output  data  lainnya.
Hingga  kini  perkembangan  teknologi  atau  dengan istilah  lain  yaitu teknologi telematikamenjadi perhatian dibeberapa negara termasuk di  Indonesia. Kalau penemu atau peneliti menemukan teknologi, dikalangan pendidikan, sosial dan kemampuan pertahanan merasakan manfaatnya, dan dikalangan hukum mengatur pemanfaatannya.
Istilah hukumtelematikaperwujudan dari Hukum Telekomunikasi, Hukum Media dan Hukum Informatika, istilah lain yang digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology,)hukum dunia maya (virtual word law) dan hukum mayantara.Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melaluisistem jaringan komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokalmaupun global(internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan atau transaksi secara elektronik, khususnyadalam pembuktiandan halyangterkaitdengan penyampaian informasi, komunikasi dan atau interaksisecara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan halyang terkait dengan perbuatan hukumyang dilaksanakan melalui sistem eletronik.
Dari beberapa uraian tersebut diatas, makapenulis tertarik untuk untuk melakukan penelitian dan mewujudkannya dalam bentuk karya tulis dengan judul: 

“TINJAUANYURIDISLEGALITASPENYADAPANKOMUNIKASIMELALUITELEPONSEBAGAISUATUALATBUKTIDALAMPERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”.
B.
Rumusan dan Pembatasan Masalah

Berangkat dari alasan pemilihan judul diatas, untuk mendukung efektivitas dengan memanfaatkan secara optimal Teknologi Informasi, khususnya dalam halkomunikasi demi tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dan menjadi langkah awal dalam adanya peraturan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum, dengan demikian dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakahlegalitas tentang penyadapan komunikasi melalui telepon sebagai alat bukti tindak pidana korupsi ?

2. Apa menjadi rumusan hukum dari hasil tindakan penyadapan sebagai alat bukti yang dapat dijadikan dasar hukum untuk memperolehkeyakinan hakim dalammenjatuhkan pidana kepada terdakwa ?
C.
Tujuan  dan  Kegunaan  penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1.
Untuk mengetahui sejauh mana legalitas penyadapan yang dilakukan dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk mendapatkan alat bukti berdasarkan hukum positif di Indonesia.

2.
Untuk mengetahui bagaimana rumusan hukum dan peraturan yang dijadikan dasar hukum dalam melakukan tindakan/kegiatan penyadapan untuk penegakan hukum secara bagaimana hasil tindakan penyadapan sebagai alat bukti yang dapat dijadikan dasar hukum untuk memperoleh keyakinan hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.

Kegunaan penelitian  adalah :

1.
Secara teoritis sebagai salah satu bahan referensi untuk mengkaji lebih dalam tentang legalitas penyadapan komunikasi melalui telepon sebagai salah satu sumber alat bukti di Indonesia khususnya yang berhubungan dengan penyadapan komunikasi.

2.
Secara praktis, sebagai bahan bagi pemerintah dan masyarakat dalam rangka  meningkatkan kesadaran hukum untuk kemajuan teknologi di Indonesia yang semakin berkembang, sehingga dapat mengetahui batasan-batasan yang menjadi pedoman ketika kita mengetahui kegiatan penyadapan, baik  terhadap diri kita sendiri maupun orang lain serta pihak mana saja yang  memiliki kewenangan tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang tentunya merugikan, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia
D.
Metode dan Teknik Penelitian 

1.
Metode  Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan penelitian primer, sekunder, maupun tersier yang kemudian penulis lakukan analisis untuk mendapatkan hasil dan pemecahan dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripisi ini.

2.
Teknik  Pendekatan  dan  Analisa  Bahan  Hukum

Pendekatan secara Normatif, yaitu menggunakan metode inventarisir peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan dengan  penyadapan,  kemudian  bahan  hukum  tersebut  dianalisa  secara  mendalam,  yang  pada  akhirnya  dapat  memberikan  jawaban  atas  permasalahan  yang  diteliti.
3.
Jenis  Bahan  Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :
1. Bahan Hukum Primer

2. Bahan Hukum Sekumder

3. Bahan Hukum Tersier

4.
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, adapun  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan dengan  cara    library research, yaitu dengan  melakukan  penelitian  terhadap  bahan  hukum  yang  ada  relevansinya  dengan  topik  masalah  ini,  kemudian  dihimpun  dan  diinventarisasi  sebelum  dijadikan  acuan   dalam  penulisan  hukum  ini.
E.
Sistematika Penulisan 



Sistematika Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara garis besar yang penulis uraikan dalam bentuk pokok bahasan.

Transaksi Elektronik. Namun, tetap tidak sembarang orang diperbolehkan melakukan  tindakan  sadap  menyadap.


Dijelaskan dalam Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti yang sah terdiri  dari bukti tulisan, persangkaan, pengakuan dan sumpah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 44 yang berbunyi :

“Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut : 

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan 

b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)”

Maka dengan demikian alat bukti menjadi bertambah lagi dengan adanya  dokumen elektronik atau dokumen penyadapan.


Hasil tindakan penyadapan telekomunikasi berupa penyadapan pembicaraan melalui telepon telah sah menjadi  alat  bukti yang  dapat digunakan  di  pengadilan, hanya saja saat ini hasil penyadapan itu didasarkan  pada KUHAP  yang ada sekarang hanya dapat diajukan sebagai bukti petunjuk yang berfungsi  melengkapi alat bukti lainnya, dan bukan merupakan alat bukti yang bisa berdiri  sendiri. Padahal pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan  penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Apabila hasil  pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa  dapat  dibuktikan dengan alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan  kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu  hakim harus berhati-hati, cermat, teliti dan matang dalam menilai dan  mempertimbangkan  nilai  pembuktian, serta meneliti sampai dimana batas  minimum kekuatan  pembuktian  dari setiap  alat  bukti  yang  disebutkan  dalam  pasal  184  KUHAP  tersebut.
B.
Rumusan Hukum Dari Hasil Tindakan Penyadapan Sebagai Alat Bukti Yang Dapat Dijadikan Dasar Hukum Untuk Memperoleh Keyakinan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa
Alat bukti yang sah dalam KUHAP dibatasi hanya lima alat bukti, sesuai dengan Pasal 184, yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Melihat letak urutannya, pembuat Undang-Undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum, mungkin pembuat undang-undang menyadari, sudah tak dapat dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam  penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita  mengimbangi dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan  pengetahuan  dan  keahlian. Dalam  hal  pembuktian  kebenaran  mengenai  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa, berdasarkan asas batas minimum pembuktian, yaitu suatu  prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti untuk  membuktikan salah atau tidaknya  terdakwa  yang  tertuang pada Pasal 183  KUHAP, maka  minimal diperlukan 2 alat bukti yang sah, yang  karenanya hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa  suatu  tindak  pidana benar-benar  terjadi dan  terdakwalah  yang bersalah  telah  melakukannya.
B A B IV

PENUTUP
A.
Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimupulan sebagai berikut :

1.
Tindakan penyadapan sebagai  sumber  untuk  mendapatkan  alat  bukti  legal dilakukan dan  dibenarkan oleh undang-undang dengan syarat  tertentu, terdapat 9 (sembilan) peraturan perundangan termasuk didalamnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjadi  dasar  hukum  tindak  penyadapan  yang  dilakukan  demi  kepentingan  peradilan, tindakan penyadapan dalam rangka pembuktian  kebenaran  di peradilan hanya  dapat  dilakukan  untuk  tindak pidana  khusus seperti tindak pidana korupsi dan terorisme;

2.
Dalam rumusan hukum formilnya belum terdapat aturan yang jelas  mengenai  penggunaan  alat  bukti  yang  didapatkan  dari  hasil  tindakan penyadapan,  bahkan  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  tidak  dikenal  alat  bukti  yang  didapatkan  dari  hasil  tindakan  penyadapan ini, hasil  dari  tindakan  penyadapan  ini yang berupa rekaman pembicaraan  hanya  bisa  dijadikan  sebagai perluasan  dari  makna bukti  petunjuk  yang  tentunya  tidak  bisa  berdiri  sendiri  dan  sifatnya  bebas  terhadap  hakim,  dengan  alat  bukti  hasil  penyadapan  tersebut  diperlukan  minimal satu  alat  bukti  lain  yang  memiliki  kesesuaian  dalam  mewujudkan  suatu  peristiwa  tindak pidana.

B.
Saran – saran

1.
Sebaiknya tindakan penyadapan ini diatur dalam undang-undang  tersendiri yang khusus mengatur  mengenai  hal-hal  yang  berhubungan  dengan tindakan penyadapan  dan  bukan dengan Peraturan Pemerintah  atau Peraturan Menteri, agar tidak terjadi kesewenangan dalam  melakukan  tindakan  penyadapan  tersebut  yang  mungkin  dilakukan  oleh  aparat  hukum.  Kemudian  dalam  Hukum  Acara  Pidana  perlu  diperluas  mengenai  alat  bukti  selain  yang  tercantum dalam  Pasal  48  KUHAP,  untuk  menampung  perkembangan  mengenai  alat  bukti  sesuai dengan kemajuan teknologi,  sehingga  terdapat  kejelasan  posisi  alat bukti/barang  bukti  yang  dihasilkan  dari  sebuah  penyadapan.

2.
Perlunya diatur  mengenai  prosedur  untuk  melakukan  penyadapan  komunikasi  melalui  telepon, ini  khususnya  perizinan kepada  hakim  dengan catatan hal  ini  harus  dilakukan  secara  rahasia  beserta  jangka  waktu penyadapannya  yang  jelas  baik  dengan perundang-undangan maupun peraturan  lainnya,  agar  tidak  menjadi  peraturan  yang saling  bertentangan dan saling melemahkan, dengan  demikian  sebutan  untuk Negara Kesatuan Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum  ini tetap  berjaya.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
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